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P U T U S A N 

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA RENGAT 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : 

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwo Rejo, 24 

Maret 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan 

SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat 

tinggal di XXXXX,   Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten 

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, 

domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, dalam hal 

ini memberikan kuasa kepada Romiadi S,H. 

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Timur 

Belilas, Gg. Kulim 1, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kec. 

Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili 

elektronik dengan alamat email rmadvokat@gmail.com, 

berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 November 

2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 

155/SK/2024 tanggal 13 November 2024, selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat; 

Lawan 

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sirih Sekapur, 28 

April 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Supir Tambang Batu Bara, bertempat tinggal di 

XXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, 

Provinsi Jambi, nomor telepon XXXXX, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem 

Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 30 Oktober 2024 dan didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 30 

Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai 

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan 

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit 

Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana dalam Kutipan 

Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 17  Mei 2019; 

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di 

rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, 

Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah 

kerumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Rakit 

Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga berpisah; 

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan 

Tergugat berstatus Jejaka; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : 

Kota Baru, 16 November 2020, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : 

Belum Sekolah (umur 3); 

 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; 

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 

berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh 

karena; 

a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat 

sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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b. Bahwa Tergugat sering berjudi online; 

c. Bahwa Tergugat pemakai narkoba; 

d. Bahwa Tergugat tidak transpara soal keuangan; 

6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan 

memuncak pada bulan Desember tahun 2023  yang menyebabkan antara 

lain: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 

Desember Tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman 

bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga 

rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi. Saat ini Penggugat 

tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di 

XXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi 

Riau dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang 

beralamat di XXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, 

Provinsi Jambi; 

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir 

maupun bathin sejak bulan Desember tahun 2023; 

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik 

dan tidak saling memedulikan lagi. 

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga 

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi 

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut 

rumah tangga semakin sulit diselesaikan; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih 

baik diputus karena perceraian; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat 

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara. 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari 

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa 

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  (Tergugat) Terhadap 

Penggugat (Penggugat)  

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi 

kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan 

Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

berdasarkan relaas panggilan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 02 

November 2024 dan 15 November 2024 yang telah dibacakan di muka sidang, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat 

(verstek); 

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas 

Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat 

(KTPA) Kuasa, serta telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui 

Sistem Informasi Pengadilan; 

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, 

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat 

tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut; 

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan 

(SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur 

terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara a quo 

dilakukan secara elektronik (e-litigasi); 

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, 

dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat, serta Penggugat mengajukan 

perubahan/perbaikan surat gugatan sebagai berikut : 

1. Penambahan Posita Gugatan sehingga menjadi poin 11-12 mengenai 

Hadhanah sehinggga menjadi poin No.11-12 berbunyi : 

11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak 

Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Kota Baru pada 

tanggal 16 November 2020, berada dibawah pengasuhan dan 

pemeliharaan Penggugat (Pemegang Hak Hadhanah), dikarenakan anak 

Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua 

belas) tahun, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan 

dipelihara oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. 

12. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuhan dan 

pemeliharaan (pemegang hak hadhanah) Penggugat dan Tergugat 

bernama XXXXX, lahir di Kota Baru pada tanggal 16 November 2020, 

maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat 

c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar 

anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan 

Penggugat. 
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2. Menambah Petitum : 

- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir di 

Kota Baru pada tanggal 16 November 2020, berada dibawah hak 

hadhanah Penggugat; 

Sehingga bunyi petitum pada pergara perdata reg. 

No.607/Pdt.G/2024/PA.Rgt sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  (Tergugat) Terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir di 

Kota Baru pada tanggal 16 November 2020, berada dibawah hak 

hadhanah Penggugat; 

4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Bukti Surat: 

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama 

XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 

November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);  

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang 

aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 November 2022, 

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi 

tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);  

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan 

Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Rakit Kulim Kabupaten 

Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 17 Mei 2019. Bukti surat tersebut 

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh 

Hakim, serta kode bukti (P.3);  

4.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXX atas nama 

XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 

November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, 

kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);  

B. Bukti Saksi: 

1.  Saksi 1: XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten 

Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat dan 

bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama 

Islam sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang 

suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019 di KUA Rakit 

Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut berada dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa, Selama diasuh oleh Penggugat tumbuh kembang anak 

tersebut baik dan Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap 

anak tersebut; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;   
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- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat cekcok lewat Hp; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan 

nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan ekonomi rumah 

tangga tidak tercukupi, Tergugat sering berjudi online, Tergugat 

pemakai narkoba dan Tergugat tidak transparan soal keuangan; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

-  Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan 

sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat 

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan 

dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2. Saksi 2: XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten 

Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan 

bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama 

Islam sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang 

suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2019 di KUA 

Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau; 

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai seorang anak; 
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- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut berada dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa, Selama diasuh oleh Penggugat tumbuh kembang anak 

tersebut baik dan Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap 

anak tersebut; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 

tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;  

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung sebanyak satu kali 

bertengkar antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi 

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat 

sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, 

Tergugat sering berjudi online, Tergugat pemakai narkoba dan 

Tergugat tidak transparan soal keuangan;; 

-  Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya 

mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan 

tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan 

Tergugat karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah 

tangganya lebih baik bercerai; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang; 
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Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang 

termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di 

Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang 

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan 

tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Rengat; 

 Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat 

perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, 

dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai 

pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam 

perkara a quo (persona standi in judicio); 
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada Romiadi SH, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024 yang telah 

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 155/SK/2024 tanggal 13 November 2024, 

maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut 

dan legal standing para kuasa pihak; 

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan 

landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur 

tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut 

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut 

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut 

secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat 

kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak 

sah; 

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi 

ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal  7 ayat 

(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal 

mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan 

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta 

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas 

kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; 

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari 

syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan 

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang 

diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian 

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat 

kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa 

khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk 

bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak 

mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui 

sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah 

dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 

angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan 

atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 

607/Pdt.G/2024/PA.Rgt yang telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat 

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa 

hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan 

Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap di muka sidang; 

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha 
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mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftar melalui sistem Informasi 

Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, 

serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses 

persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di 

atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, 

puncaknya sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat 

pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, 

dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;  

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, Hakim 

menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan 

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian 

menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 

Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak 

ada harapan untuk rukun kembali; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga melakukan perubahan gugatan 

dengan menambahkan posita dan petitum terkait hak asuh anak, Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat 

tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi 

syarat perubahan gugatann yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak 

berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. 

Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang 
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menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui 

batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di 

samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat 

mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat 

sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juncto Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan 

Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang 

Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat 

dibenarkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan 

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang 

hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak 

pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang 

mempunyai sifat khusus (lex specialis), maka kepada Penggugat tetap dibebani 

pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta keterangan pihak 

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat 

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana 

ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

bernama XXXXX dan XXXXX. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai 

akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri 

Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas 

nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan 

suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg 

juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah 
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terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Rakit Kulim 

Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 17 Mei 2019; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 

atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai 

akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik 

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai. 

Bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 

bernama XXXXX lahir di Kota Baru tanggal 16 November 2020; 

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah 

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 

dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah 

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, 

sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh 

karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi 

sebagaimana diatur dalam 172 dan Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah 

memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara 

langsung menjelaskan sebagai berikut: 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang 

perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat selama berumah tangga, anak yang lahir dari pernikahan 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat 
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sekarang tinggal dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan bahwa Penggugat bisa menjadi 

pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2020 lalu 

sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang 

keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan 

Desember tahun 2023, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga 

sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang 

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk 

dipersatukan kembali; 

− Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat sudah 

adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa Hakim menilai, keterangan-keterangan saksi-saksi 

tersebut diperoleh dari pengalaman yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, 

bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak 

bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dall gugatan 

Penggugat, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam 

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan 

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat 

pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Hakim berpendapat alat 

bukti yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan 

sebagai alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan 

Penggugat, keterangan Penggugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh 

Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai 

berikut: 
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 17 Mei 2019 dan sampai saat ini belum bercerai; 

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 

seorang anak; 

3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh 

Penggugat dan memiliki tumbuh kembang yang baik; 

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak 

sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus; 

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah 

pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan selama 

berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan 

kewajiban sebagai suami istri; 

6. Bahwa usaha damai dari keluarga, dan melalui Hakim di persidangan telah 

dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat sampai 

tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti 

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus; 

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan juga 

terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan 

hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan 

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 dan 

selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai 

suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum 

Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman 

bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, 

kecuali apabila ada alasan yang dibenarkan oleh hukum; 
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Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan 

i’tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat 

meskipun dalam setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat 

supaya rukun dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat serta 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun sikap 

Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang 

dilakukan Hakim, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat 

sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat, sebagai 

seorang istri kepada suami, serta kedua pihak tidak lagi dapat melaksanakan 

kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu 

kepada yang lain; 

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan 

dijadikan sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa "Apabila antara 

suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara 

terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil 

menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa 

hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”. 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak 

berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri 

yang telah hidup pisah rumah  menunjukkan rumah tangga mereka telah 

pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian Hakim 

berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada 

pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi; 

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin 

lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
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kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan 

kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi 

jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula 

dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu baina al Fiqhi Wa 

al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi pendapat 

Hakim yang berbunyi : 

 

 

 

 

 

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan 
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan 
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan 
perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan 
dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun 
sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan 
atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih 
baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami 
isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi 
mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan 
baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian." 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut : 

 

 

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga 
hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri 
antara mereka berdua”; 

Bahwa juga dalam Kitab al-Iqna juz II halaman 133 yang diambil alih 

menjadi pendapat Hakim sebagai berikut : 
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Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka 

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak 
satu; 

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga 

yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan 

menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan 

memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak 

madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling 

meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal 

Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada 

mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fikih yang berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan 
kemaslahatan”. 

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara 

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi 

tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha 

menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk 

ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun 

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim 

berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk 

dirukunkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran 

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya 

sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi 

kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang 

terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil 

merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah 
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tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu 

suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua 

belah pihak jauh dari rasa tentram; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai 

fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu 

adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling 

melindungi tidak terpenuhi lagi,  

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah sudah tidak ada 

lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, 

rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah 

mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih 

terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri 

sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 

Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan 

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan 

Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum sehingga dapat 

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap 

Penggugat (vide Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka 

petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain 

sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Rgt 

melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karena itu Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan 

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain 

sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk 

dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad 

nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka 

Penggugat selaku mantan istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau 

sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan 

puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap 

(bht) dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, 

sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  

juncto Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; 

 Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 tahun 2011 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 

2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan 

salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 

putusan diucapkan. 

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat 

menambahkan petitum tentang hadhanah yang pertimbangannya sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik 
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Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait 

dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak; 

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak 

asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan 

bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) 

adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak 

yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan 

terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak 

terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh 

kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, 

karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara 

umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding 

ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa: “perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik 

bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadhanah anak)”; 

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor sebagai berikut: 

1. faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, 

namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu 

jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada 

anak dibanding ayah; 

2. faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat 

mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan 

dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana 

telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum 

mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak 

terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya 
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dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan 

berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan 

sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak 

hadhanah anak tersebut patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan 

berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk 

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai 

kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya 

mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya 

kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak 

itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan 

terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, 

bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan 

tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara 

Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat 

dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha 

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana 

yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum 

Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah 

atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi 

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu 

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan 

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak 

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak 
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hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap 

pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat 

suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal 

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan 

pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini: 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak 

(hadhanah) atas anak yang bernama XXXXX, lahir di Kota Baru pada 

tanggal 16 November 2020, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk 

memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu 

dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Saya  

Miftah Hurrahmah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 

29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan disampaikan kepada Penggugat  melalui Sistem Informasi 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Jabal 

Nur, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa 

hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Tunggal, 

Ttd 

Miftah Hurrahmah, S.H.I. 

Panitera Sidang, 

Ttd 

H. Jabal Nur, S.H.I. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran  : Rp30.000,00 

2. ATK Proses  : Rp80.000,00 

3. Panggilan  : Rp300.000,00 

4. PNBP Panggilan  : Rp20.000,00 

5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00 

6. Redaksi  : Rp10.000,00 

7. Meterai   : Rp10.000,00 

Jumlah   Rp460.000,00  

    (empat ratus enam puluh ribu rupiah) 
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